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BABIV 


PENlJTUP 


A. Kesimpulan 

a. 	 Karya sastra merupakan ciptaan yang dilindlmgi karena karya sastra sebagai 

karya intelektual manusia tidak dapat dihasilkan hanya dengan keIja fisik 

semata, melainkan dengan 01ah pikir, imajinasi, kecekatan, ketrampilan dan 

krcativitas pcnciptanya. 

Dengan perlindungan tersebut maka pemilik hak cipta atas karya sastra 

(pcnciptal pemegang hak cipta) memiliki hak~hak khusus (exclusive right) 

yaitu yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moraL Hak ekonomi memberi 

pcluang bagi pcncipta untuk mcngcksploitasi ciptaannya secara ekonomis 

sedangkan hak moral memberikan perlindlmgan atas reputasi pencipta. 

Buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia sebagai sebuah ciptaan, di 

dalamnya juga termuat hak eksklusif bagi pcnciptanya. Baik itu pcncipta ash. 

(para sastrawan yang karyanya dimuat di dalam buku tersebut), maupun 

pencipta karya derivatif (Korrie Layun Rampan) sebagai penyusun. Namun 

pcmberian hak eksklusif kepada pcncipta karya derivatif, tidak mengurangi hak 

dari pencipta aslinya. Mengingat buku tersebut memuat karya-karya orang lain 

maka bagi Kome Layun Rampan selaku penyusun mempunyai kewajiban : 

1. 	 menyebutka'n pencipta asl1/sumber ciptaan secara lengkap; 

2. 	 harus ada ijin tertulis dari para pcncipta yang karyanya dimuat dalam buku 

terse but 

56 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ROYALTI BAGI PENCIPTA KARYA... IDA SUSANTI



57 


3. 	 memberikan imbalan/royalti yang memadai terhadap para pencipta yang 

karyanya tennuat di dalam bukunya. 

Pemberian Imbalan atas pemanfaatan secam ekonomis suatu ciptaan maupun 

masalah royalti tidak diatur secara eksplisit di t1alam Undang-undang Hak 

Cipta di Indonesia. sehingga pembcrian royalli tcrhadap pencipta karya sastra 

yang digunakan dalam praktek adalah sistem royalti berdasarkan kebiasaan 

dunia perdagangan. Adapun ketentuan terse but diantaranya adalah : 

- pencipta memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari jum!ah buku yang 

diterbitkan. 

_. 	 ketentuan pemberian 25 % dapat berubah dan berbeda antara perjanjian 

royalti penerbit . yang satu dengan perjanjian royalti penerbit yang lain. 

Tcrgantung kesepakatan antara para pihak. 

-	 Pencipta diwajibkan membayar pajak penghasilan sehesar 15 % (lima belas 

perscn) yang harus dibayar dimuka. 

Terhadap penerbitan buku Angkatan 2000 Dalam Sastra Indonesia, seharusnya 

juga menggunakan ketentuan te.rsebut diatas sebagai dasar pemberian royalti 

tanpa mengabaikan hak masing-masing pencipta berdasarkan Pasa16 UU No.6 

Th. 1982. yakni royalti untuk para sastrawan sebagai pencipta ash : 20 % 

(duapuluh persen), sementara sisanya : 5 % (lima persen) untuk Korrie Layun 

Rampan selaku penyusun/penghimpun 

h. 	 Hak cipta atas karya sastra sangat berpeluang untuk dilanggar oleh pihak lain. 

Bcnluk pclanggaran pada umwnnya berk{sar pada dua hal pokok yaitu (l) dengan 
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sengaja dan tanpa hak mengumumkan, mcmpcrbanyak, atau memberi ijin untuk 

itu; (2) dengan seng5:ia memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum 

suatu ciptaan atau barang hasH pelanggaran hak cipta. 

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta karya sastra terhadap 

pelanggaran yang teIjadi ada1ah dengan mdalui tuntutan pidana dan gugatan 

perdata. Gugatan perdata didasarkan atas perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 

KUH Perdata), dengan prosedur pengajuan gugatan sarna dengan gugatan perdata 

biasa sebagaimana diatur dalam HfRfRbg. Dari gugatan perdata pencipta dapat 

mcminta ganti rugi, penghcntian kCbriataniperbuatan mclanggar hak cipta, 

penyitaan benda hasil pelanggaran dan penyerahan penghasilan yang diperoieh 

dari hasil pelanggaran. Pencipta karya sastra yang karyanya dimuat didalam buku 

Angkatan 2000, Dalam sastra Indonesia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Ncgcri yang wilayah hllkumnya meliputi wilayah pcnerbit (PT. Grasindo) 

dan/atau penyusun (Korrie Layun Rampan). Gugatan yang diajukan berdasarkan 

atas perbuatan melanggar hukurn (Pasal 1365 KUHPerdata) yakni pelanggaran 

terhadap ketentuan pasal 44 UU No. 6 tho 1982 Junto pasal 2 ayat (1 ) UU No.12 

Th. 1997. Prosedur pengajuan gllgatan sama dengan gugatan biasa sebagaimana 

diatur di datam hukum acara perdata (HIRIRbg). Tuntutan pidana dapat dilakukan 

datam waktu yang bersamaan dengan gugatan perdata. Dalam tuntutan pidana, 

pencipta karya sastra yang karyanya dimuat dalam buku Angkatan 2000 Dalam 

Sastra Indonesia hanya sebagai pelapor atas pelanggaran yang teIjadi berdasarkan 

ketentuan pasal 44 UU No.6 Th. 1982. Laporan tersebut kemudian akan diproses 
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oleh pejabat yang berwenang hingga sidang di pengadi\an. Peran pencip1a karya 

sastra selain menjadi pelapor, juga akan diminta sebagai saksi dan memberikan 

buk.1:i-bukti yang mendukung laporannya. 

Saran - saraD : 

a. 	 Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, mulai dari UU No. 6 Th. 1982 sampai 

dengan UU No. 12 Th. 1997 belum memberikan perlindungan yang memadai 

bagi pencipta, khususnya pencipta karya sa-cnra yang karyanya dimanfaatkan 

secara ekonomis oleh pihak lain. Sehingga dalam hal 1ni perlu adanya ketentuan 

di dalam Undang-undang hak cipta yang mew~iibkan bagi pihak lain yang 

memanfaatkan suatu karya dpta untuk memberikan imbalan yang memadai clan 

tidak merugikan secara ekonomis bagi penciptanya. Ketentuan mengenai 

kewajiban tersebut juga harus disertai sanksi yang tegas bagi setiap 

pelanggamya, baik itu berupa sanksi perdata misal pemberian ganti rugi, 

maupun sanksi pidana. Jadi bukan hanya berdasarkan ketentuan umum yang 

teTdapat dalam KUH peTdata dan/atau KUHP. 
t 	 • 

b. 	 Perlu adanya pencantuman kata royahi dan definisinya secara jelas di dalam 

undang-undang hak cipta Indonesia, serta ketentuan-ketentuan mengenai 

batasan suatu pemanfataan karya cipta yang mewajibkan pemberian royalti 

kepada pencipta. Oengan kata lain batasan tentang perbuatan pemantaatan yang 

bagaimana yang diwajibkan membcrikan Toyalti babri pencipta. 
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.. "-"'~J"""" lJ\,:Htuapan 01 suatu negara, karena 

karya sastra selalu menggambarkan dinamika dan perkernbangan rnasyarakat 

yang ditllangkan dalam bent uk tlllisan yang bernilai estetik. Jika tidak ada 

perlindungan yang memadai, maka bisa jadi proses kreativitas sastrawan akan 

menurun bahkan hilang sarna sekati. Oleh karena itu perlu adanya sebuah aturan 

khusus rnengenai perlindungan terhadap karya sastra di Indonesia, baik itu sastra 

lisan mallplln sastra terllllis, serta pcrlindungan bagi hak-hak pcncipta karya 

sastra. 

d. 	 Kesul han pemahaman terhadap undang-undang hak cipta di lndonesia adalah 

karena llndang-undang hak cipta di rndonesia terdiri dari tiga undang-undang, 

yakni UU No.6 Th.I982, UU No. Th. 1987 dan UU No.12 Th.1997, yang 

ketiganya berlaku sampai dengan saat ini. Oleh karenanya sangat diperlukan 

adanya penghimpunan materi ketiga undang-undang tersebut ke dalam satu 

undang-undang hak cipta, seperti yang sudah dilakukan terhadap undang­

undang paten dan merek. 
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